
WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

bahwa untuk melaksanakan Lampiran huruf F Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3711);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

2.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3.



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 20166.
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 40 Tahun 20167.
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016
Nomor 105);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat ( Berita Daerah Kota Tarakan
Tahun 2016 Nomor 105 ) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.



9.

10.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
2.
penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

. Walikota adalah Walikota Tarakan.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikotadan DPRD- dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaTarakan.
. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalahDinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat KotaTarakan.
.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
.Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Susunan Organisasi Dinas terdin atas:
a. Sekretariat;

Bidang Sosial;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Dihapus;
Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

4, Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 46
Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, diubah sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3
4,

5,

6.

7.

8.

d.
e.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 27 Februari 2020
WALI KOTA TARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
KHAIRUL

pada tanggal 27 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A.HAMID
BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 301
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